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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah  

dilaksanakan setiap tahunnya sebagai implementasi atas Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dimana sebelum pembangunan dapat 

dilaksanakan maka pada tahap awal perlu dilakukan penyusunan 

perencanaan pembangunan sebagai proses untuk menetapkan 

prioritas-prioritas pembangunan pada periode tertentu guna 

menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan untuk periode-

periode yang ditentukan berdasarkan periode perencanaannya. 

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang didalamnya mengatur 

tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, 

RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD 

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi 

penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja ini 

menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD 

dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran 

tahunan. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset merupakan 

pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 

2023. 

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Deli 

Serdang menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renja SKPD) Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan yang 

memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan 

kerangka anggaran dengan mengacu pada rancangan awal Rencana 



Renja BKAD 2023 2 

 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 

2023 dan Rencana Strategis (Renstra) BPKA Tahun 2019-2024 

 

1.2 Landasan Hukum 

Bahwa Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Deli Serdang mengacu pada: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Penegndalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
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Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah. 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Deli Serdang; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli 

Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024; 

14. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 32 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli 

Serdang. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai dokumen 

perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun 

anggaran dan mempunyai fungsi : 
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1. Menyelaraskan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset 

Daerah dengan program, kegiatan dan sub kegiatan serta 

penganggaran tahun 2023; 

2. Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan 

tahun anggaran 2022. 

b. Tujuan 

Tujuan disusunnya Renja ini antara lain: 

1. Menjabarkan Renstra BPKA tahun 2019-2024 kedalam 

program dan kegiatan untuk satu tahun; 

2. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024; 

3. Sebagai Upaya mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam 

perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BKAD 

Kabupaten Deli Serdang. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Deli Serdang Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

3.3. Program dan Kegiatan 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan 

Aset Daerah Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan untuk mengetahui 

realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target 

kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, mengetahui realisasi program, 

kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran 

yang direncanakan, dan mengetahui realisasi program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. 

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui: 

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau  melebihi 

target kinerja program/ kegiatan; 

b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra 

Perangkat Daerah; 

c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu 

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian 

kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan 

mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam 

melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi 

realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra 

SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian 

target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu 

menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan 

yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai 

instrument penilaian. 
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Evaluasi ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu yaitu tahun 2021 dan perkiraan 

capaian tahun berjalan yaitu tahun 2022, mengacu pada APBD 

tahun 2022 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan 

pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program, 

kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun 

sebelumnya. 

Tabel rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian 

Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang 

sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 
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Tabel 1 
Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renja 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
 

Kode Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcome)/Kegiatan(output) 

Terget Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra Thn 

2024) 

Realisasi 

Target Kinerja 

Hasil Program 

dan Keluaran 

Kegiatan s/d 

Thn 2020 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Thn 2020 

Target Program 

dan Kegiatan 

(Renja Thn 2023) 

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Renstra SKPD s/d Thn 2021 

 

Target Renja 

Tahun 2021 

Realisasi 

Renja Thn 

2021 

Tingkat 

Realisasi 

(%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

Thn 2021 

Tingkat Capaian 

Realisasi Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

5 02 01   Program Penunjang  

Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

         

5 02 01 2.01  Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase tertib 

administrasi dokumen 

laporan perencanaan, 

penganggaran dan 

evaluasi kinerja 

500 %  100 100 100 100 200 40% 

5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 

 

Jumlah laporan kinerja 5 Laporan  1 1 100 

 

1 2 40% 

5 02 01 2.02  Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase tertib 

administrasi keuangan 

perangkat daerah 

500 %  100 100 100 100 200 40% 

 

5 .02 .01 2.02 .01 Penyediaan gaji dan 
tunjangan ASN 

Jumlah ASN 60 Orang  60 60     

5 02 01 2.02 01 Penyediaan administrasi 

pelaksanaan tugas ASN 

Jumlah pembayaran honor 

pengelola keuangan 

1320 OB  264 240 95 385 649 49% 

5 02 01 2.02 02 Koordinasi dan pelaksanaan 

akuntansi SKPD 

Jumlah SKPD yang 

didampingi dalam 

0penyusunan neraca a0wal 

270 OPD  54 54 100 54 108 40% 
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5 02 01 2.02 04 Koordinasi dan penyusunan 

laporan keuangan akhir 

tahun 

Jumlah laporan keuangan 

akhir tahun 

5 Laporan   1 1 100 1 2 40% 

5 02 01 2.05  Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Persentase tertib 

administrasi kepegawaian 

perangkat daerah 

500 %  100 50 50 100 200 40% 

5 02 01 2.05 02 Pengadaan pakaian dinas 

beserta atribut 

kelengkapannya 

jumlah pakaian dinas 

harian pegawai 

584 Stel  120 102 0 120 120 21% 

5 02 01 2.05 10 Sosialisasi peraturan 

perundang-undangan 

 

 

 

Jumlah peserta sosialisasi 600 Orang  120 0 0 120 120 20% 

5 02 01 2.06  Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Persentase tertib 

administrasi umum 

perangkat daerah 

500 %  100 100 100 100 200 40% 

5 02 01 2.06 01 Penyediaan komponen 

instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 

Jumlah komponen alat-

alat listrik dan penerangan 

kantor 

15 Jenis  2 2 100 2 4 27% 

5 02 01 2.06 02 Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor 

Jumlah peralatan dan 

perlengkapan kantor 

35 Jenis  9 5 0 9 9 26% 

5 02 01 2.06 04 Penyediaan bahan logistik 

kantor 

Jumlah bahan logistik 159 Jenis  34 31 100 34 65 41% 

5 02 01 2.06 05 penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan 

Jumlah barang cetakan 

dan penggandaan 

36 jenis  4 4 100 4 8 22% 

5 02 01 2.06 06 Penyediaan bahan bacaan 

dan peraturan perundang-

undangan 

Jumlah bahan bacaan dan 

peraturan perundang-

undangan 

3 jenis  3 3 100 3 6 200% 

5 02 01 2.06 08 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah kunjungan tamu 300 Orang  720 10 100 51,8 111,8 37% 

5 02 01 

 

 

2.06 09 Penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi 

SKPD 

Jumlah penyelenggaraan 

rapat-rapat koordinasi 

didalam dan luar daerah 

 

 

 

6183 HOK  606 102 82 1038 1140 18% 

5 02 01 

 

 

2.07  Pengadaan barang milik 

daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah 

Persentase tertib 

administrasi pengadaan 

barang milik daerah 

penunjang urusan 

pemerintah daerah 

500 %  100 100 0 100 200 40% 
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5 02 01 

 

 

2.07 05 pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur 26 jenis  5 5 0 6 8 31% 

5 02 01 

 
 

2.07 11 Pengadaan sarana dan 

prasarana pendukung 

gedung kantor atau 

bangunan lainnya 

Jumlah sarana dan 

prasarana gedung kantor 

34 jenis  10 6 0 3 3 9% 

5 02 01 

 

 

2.08  Penyediaan jasa penunjang 

urusan pemerintah daerah 

Persentase tertib 

administrasi penyediaan 

jasa penunjang urusan 

pemerintah daerah 

500 %  100 100 100 100 200 40% 

5 02 01 

 

 

2.08 01 Penyediaan jasa surat 

menyurat 

Jumlah materai 500 Lembar  100 18 18 100 118 24% 

5 02 01 

 
 

2.08 02 Penyediaan jasa 

komunikasi,sumber daya air 

dan listrik  

Jumlah jasa listrik dan 

telepon/internet 

15 Jenis  2 2 100 2 5 33% 

5 02 01 

 

 

2.08 04 Penyediaan jasa pelayanan 

umum kantor 

Jumlah petugas 

kebersihan dan keamanan 

kantor 

845 OB  181 181 100 169 338 40% 

5 02 01 

 

 

2.09  Pemeliharaan barang milik 

daerah penunjang urusan 

pemerintah daerah 

Persentase tertib 

administrasi 

pemeliharaan barang 

milik daerah penunjang 

urusan pemda 

500 %  100 95 100 100 200 40% 

5 02 01 

 
 

2.09 02 Penyediaan jasa 

pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan, pajak dan 

perizinan kendaraan dinas 

operasional atau lapangan 

Jumlah kendaraan dinas 88 Unit   17 623 100 17 34 39% 

5 02 01 

 

 

2.09 06 Pemeliharaan peralatan dan 

mesin lainnya 

Jumlah peralatan dan 

mesin yang terpelihara 

40 Jenis  8 2 100 8 11 28% 

5 02 01 

 
 

2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

gedung kantor dan bangunan 

lainnya 

Luas bangunan kantor 10.100 m2   2020 2 0 2.020 2120 21% 

5 02 01 

 

 

2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi 

sarana dan prasarana 

gedung kantor atau 

bangunan lainnya 

Jumlah prasarana gedung 

kantor 

10 Jenis  2 2 100 2 4 40% 

5 02 02   Program Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Persentase penyusunan 

laporan keuangan dan 

APBD yang tepat waktu 

500 %  100 100 100 100 200 40% 
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5 02 02 2.01  Koordinasi dan Penyusunan 

Rencana Anggaran Daerah 

Persentase tertib 

administrasi koordinasi 

dan penyusunan rencana 

anggaran daerah 

500 %  100 316 100 100 200 40% 

5 02 02 2.01 03 Koordinasi, penyusunan dan 

verifikasi RKA-SKPD 

Jumlah RKA SKPD yang 

diasistensi 

390 RKA  78 78 100 78 156 40% 

5 02 02 2.01 04 Koordinasi, penyusunan dan 

verifikasi perubahan RKA-

SKPD 

Jumlah RKA SKPD 

perubahan yang diasistensi 

390 RKAP  78 78 100 78 156 40% 

5 02 02 2.01 05 Koordinasi, penyusunan dan 

verifikasi DPA-SKPD 

Jumlah DPA SKPD yang 

diasistensi 

390 DPA  78 78 100 78 156 40% 

5 02 02 2.01 06 Koordinasi, penyusunan dan 

verifikasi perubahan DPA-

SKPD 

Jumlah DPA SKPD 

perubahan yang diasistensi 

390 DPAP  78 78 100 78 156 40% 

5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan penyusunan 

peraturan daerah tentang 

APBD dan peraturan kepala 

daerah tentang penjabaran 

APBD 

 

 

 

 

Jumlah dokumen APBD 10 Dokumen  2 2 100 2 4 40% 

5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan penyusunan 

peraturan daerah tentang 

perubahan APBD dan 

peraturan kepala daerah 

tentang perubahan 

penjabaran APBD 

Jumlah dokumen 

perubahan APBD 

10 dokumen  2 2 100 2 4 40% 

5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan penyusunan 

regulasi serta kebijakan 

bidang anggaran 

Jumlah dokumen regulasi 

dan kebijakan bidang 

anggaran 

7 dokumen  2 0 0 2 2 29% 

5 02 02 2.03  Koordinasi dan peksanaan 

akuntansi dan pelaporan 

keuangan daerah 

Persentase tertib  

administrasi koordinasi 

dan pelaksanaan 

akuntansi dan pelaporan 

100 %  100 100 100 100 200 200% 
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keuda 

5 02 02 2.03 03 Koordinasi penyusunan 

laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD bulanan, 

triwulan dan semester 

Jumlah laporan LRA, 

laporan persediaan dan 

laporan keuangan 

semester 

15 Laporan  3 3 100 3 3 20% 

5 02 02 2.03 04 Konsolidasi laporan 

keuangan SKPD, BLUD dan 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 

 

 

Jumlah laporan keuangan 

pemerintah daerah 

5 Laporan  1 1 100 1 2 40% 

5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan penyusunan 

rancangan peraturan daerah 

tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD Kab 

/Kota dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran 

Jumlah dokumen 

pertanggungjawaban APBD 

10 dokumen  2 2 100 2 4 40% 

5 02 03   Program Pengelolaan 

Barang Milik Daerah  

Persentase penyusunan 

laporan keuangan dan 

APBD yang tepat waktu 

500 %  100 100 100 100 200 40% 

5 02 03 2.01  Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

Persentase tertib 

administrasi pengelolaan 

barang milik daerah 

500 %  100 100 100 100 200 40% 

5 02 03 2.01 01 Penyusunan standar harga Jumlah dokumen standar 

harga 

5 dokumen  1 1 100 1 2 40% 

5 02 03 2.01 06 Inventarisasi barang milik 

daerah 

Jumlah laporan aset yang 

terinventarisasi 

5 Laporan  1 1 100 1 2 40% 

5 02 03 2.01 07 Pengamanan barang milik 

daerah 

Jumlah sertifikat tanah 

milik pemkab deli serdang 

 

 

 

72 Sertifikat  100 122 116 100 216 300% 

5 02 03 2.01 10 Optimalisasi penggunaan, 

pemanfaatan, 

pemindahtanganan, 

pemusnahan dan 

penghapusan barang milik 

daerah 

Jumlah laporan aset yang 

akan dihapus 

5 Laporan  1 1 100 1 1 20% 

5 02 03 2.01 12 Penyusunan laporan barang 

milik daerah 

Jumlah laporan aset 10 Laporan  2 2 100 2 4 40% 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Analisis pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 2 

sasaran dan 3 indikator yang telah ditetapkan di dalam Renstra dan Berita Acara Hasil Reviu Renstra, juga 

telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan (PK Perubahan) Tahun 2021 dan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2 
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah 

Badan Keuangan dan Aset Daerah 
Tahun 2021 

No Indikator Satuan SPM IKK Target Renstra Realisasi 

Capaian 

Thn 2021 

Proyeksi Catatan 

Analisis Thn 

2020 

Thn 

2021 

Thn 

2022 

Thn 

2023 

Thn 

2024 

Thn 

2022 

Thn 

2023 

1 Nilai Kepuasan 

Masyarakat 

Angka   82 84 84 85 86 84 84 85 Tercapai 

2 Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Yang Tepat Waktu 

Tepat 

Waktu 

  Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Tercapai 

3 Penyusunan APBD 

Yang Tepat Waktu 

Tepat 

Waktu 

  Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Tepat 

Waktu 

Tercapai 
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang 

mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 

32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Deli Serdang yaitu membantu Bupati melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub 

pengelola keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah 

Kabupaten Deli Serdang.  

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan 

Aset Kabupaten Deli Serdang, maka peranan BKAD sangat penting 

dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses 

perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak 

akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan 

prasaranan serta sumberdaya yang memadai dalam rangka 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.  

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan 

keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana 

strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang 

berasal dari internal maupun eksternal, antara lain tentang tata 

kelola pemerintahan. 

Tata kelola pemerintah dalam pembangunan daerah juga 

memiliki peranan yang penting. Tanpa ada tata kelola pemerintahan 

yang baik, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan untuk 

kehidupan masyarakat daerah akan sulit untuk dilaksanakan. 

Mewujudkan hal itu, pemerintah perlu menciptakan tata kelola 

pemerintahan yangakuntabilitas, transparansi, dapat diprediksi, 

efektivitas, efisiensi dan melibatkan masyarakat secara langsung 

ketika pengambilan keputusan. 
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Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam 

proses peyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi 

tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu 

yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas 

prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

secara moral dan etika birokratis. Oleh karena itu, untuk 

memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap 

berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk 

dipilih menjadi isu strategi. Telaahan terhadap visi misi dan program 

kepala daerah terpilih. Sumber isu strategis dari lingkungan 

eksternal seperti masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dan 

lain-lain. 

Dengan memperhatikan semua sumber tersebut, maka BKAD 

melihat bahwa permasalahan yang akan menjadi isu strategis adalah: 

1. Penetapan APBD tepat waktu dan berkualitas 

2. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintahan (SAP) 

3. Pengelolaan perbendaharaan yang tertib administrasi 

4. Optimalisasi inventaris barang 

 

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Dokumen rancangan Renja memuat informasi tentang 

rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap 

rancangan awal RKPD yang lengkap dengan indikator kinerja, 

besaran target/tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk 

setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan 

representasi tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset 

Daerah serta identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang 

akan didanai. 

Penyusunan Rancangan Awal Renja dari Rancangan Awal 

RKPD berjalan secara paralel dalam kurun waktu yang bersamaan, 
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sehingga ketika ranwal RKPA telah ditetapkan maka seluruh 

Perangkat Daerah perlu melakukan perbandingan-perbandingan 

antara ranwal renja yang telah disusun dengan Rancangan Awal 

RKPD yang telah ditetapkan, guna menghindari inkonsistensi 

perencanaan antara Pemerintah Daerah dan perangkatnya, dan 

Rencana Kerja BKAD sudah sinkron tidak terdapat perbedaan 

dengan rancangan awal RKPD. Informasi review terhadap rancangan 

awal RKPD dapat dilihat pada tabel 3 berikut: 
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Tabel 3 
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang 

            BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
    

No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja 
Target 

Capaian 
Kebutuhan Dana (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

  Terlaksananya 
penunjang urusan 
pemerintah daerah 
kabupaten deli 
serdang 

- 152.589.534.741,00 PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

  Terlaksananya 
penunjang urusan 
pemerintah daerah 
kabupaten deli 
serdang 

- 152.589.534.741,00   

  Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Tersusunnya 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

100% 67.117.700,00 Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Tersusunnya 
perencanaan, 
penganggaran dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah 

100% 67.117.700,00   

  Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Tersusunnya 
administrasi 
keuangan perangkat 
daerah 

100% 9.240.741.961,00 Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Tersusunnya 
administrasi 
keuangan 
perangkat daerah 

100% 9.003.542.190,00   

  Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Tersusunnya 
administrasi 
kepegawaian 
perangkat daerah 

100% 107.018.226,00 Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Tersusunnya 
administrasi 
kepegawaian 
perangkat daerah 

100% 113.518.226,00   

  Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Tersusunnya 
administrasi umum 
perangkat daerah 

100% 2.556.050.106,00 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Tersusunnya 
administrasi umum 
perangkat daerah 

100% 2.291.457.476,00   
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  Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Terlaksanannya 
Pengadaan BMD 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100% 279.380.614,00 Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Terlaksanannya 
Pengadaan BMD 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100% 104.303.864,00   

  Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Tersedianya Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100% 139.161.106.414,00 Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Tersedianya Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100% 118.808.131.674,00   

  Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Terlaksanannya 
Pemeliharaan BMD 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah  

100% 1.178.119.720,00 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Terlaksanannya 
Pemeliharaan BMD 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah  

100% 1.178.119.720,00   

2 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

  Terlaksananya 
program pengelolaan 
keuangan daerah 

- 600.102.803.510,00 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

  Terlaksananya 
program 
pengelolaan 
keuangan daerah 

- 584.402.423.161,00   

  Koordinasi dan 
Penyusunan Rencana 
Anggaran Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Penyusunan Rencana 
Anggaran Daerah 

100% 2.237.456.787,00 Koordinasi dan 
Penyusunan Rencana 
Anggaran Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Rencana Anggaran 
Daerah 

100% 2.281.656.787,00   

  Koordinasi dan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Terlaksanannya 
Koordinasi dan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan 
Daerah 

100% 1.182.862.164,00 Koordinasi dan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan 
Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Terlaksanannya 
Koordinasi dan 
Pengelolaan 
Perbendaharaan 
Daerah 

100% 749.612.585,00   

  Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan 
Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan 
Daerah 

100% 1.407.894.276,00 Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan 
Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Terlaksananya 
Koordinasi dan 
Pelaksanaan 
Akuntansi dan 
Pelaporan 
Keuangan Daerah 

100% 1.190.332.276,00   
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  Penunjang Urusan 
Kewenangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Terlaksananya 
Penunjang Urusan 
Kewenangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

100% 595.274.590.283,00 Penunjang Urusan 
Kewenangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Terlaksananya 
Penunjang Urusan 
Kewenangan 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

100% 580.180.821.513,00   

3 PROGRAM 
PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH 

  Terlaksanannya 
Program Pengelolaan 
Barang Milik Daerah 

- 2..874.102.552,00 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
BARANG MILIK 
DAERAH 

  Terlaksanannya 
Program 
Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

- 2.766.252.792,00   

  Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Terlaksanannya 
Pengelolaan BMD 

100% 2..874.102.552,00 Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

Kabupaten Deli 
Serdang 

Terlaksanannya 
Pengelolaan BMD 

100% 2.766.252.792,00   

  J U M L A H 755.566.440.803,00        718.734.866.803,00    
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat yang 

disampaikan melalui BKAD Kabupaten Deli Serdang sebagaimana 

pada tabel berikut:  

Tabel 4 
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahu n 2024 

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang 

      BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
   

No. 
Program / 
Kegiatan 

Lokasi 
Indikator 
Kinerja 

Besaran/Volume Catatan      

 
    

1 2 3 4 5 6      
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan 

masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap 

mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang 

ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana 

sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan 

program pembangunan perencanaan nasional yang memuat 

pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan 

program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang 

memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan 

tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan 

kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran 

pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, 

khususnya yang berkaitan denga pemenuhan kebutuhan pelayanan 

dasar masyarakat. 

 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 

  Dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dinyatakan Visi Kabupaten 

Deli Serdang adalah “Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan 

Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan”. 

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah tersebut Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset memiliki tujuan “Mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel”.  

Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan maka ditetapkan sasaran 

sebagai berikut:  
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1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan 

daerah 

2. Meningkatnya kualitas dokumen penganggaran. 

 

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu 

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, 

yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai Pasal 7 

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011, Program kerja BKAD Kabupaten Deli Serdang selaku 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas, antara 

lain menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda 

tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan 

tersebut, maka BKAD Kabupaten Deli Serdang dalam menyusun 

programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, 

utamanya di bidang keuangan dan aset daerah, meliputi:  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;  

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;  

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

  Pada Tahun 2023 Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Deli Serdang akan melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan 

dan 52 Sub Kegiatan, rumusan rencana program dan kegiatan.  
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

 

 

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli 

Serdang berisi program dan kegiatan yang mendukung baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian sasaran untuk 

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. 

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan prakiraan 

maju tahun 2024 BKAD Kabupaten Deli Serdang secara detail dapat 

dilihat pada lampiran berikut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Deli Serdang Tahun 2024, disusun berdasarkan Rencana Strategis BPKA Kabupaten 

Deli Serdang Tahun 2019-2024 dan renja tahun sebelumnya dalam menunjang 

tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan 

daerah. 

Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan 

pembangunan di tahun 2024. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan 

berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari 

Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi 

dan misi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. 

Selanjutnya untuk mewujudkan program kegiatan serta indikator yang telah 

ditetapkan maka diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi, baik secara internal 

maupun kepada pihak eksternal, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal 

serta memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara 

efisien, efektif dan akuntabel. 

 
 

 Lubuk Pakam,          Juni 2022 

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
KABUPATEN DELI SERDANG 
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